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Abstract

-~y

he purpose of this research is to find out the effect of economy growth toward tax collection,
pecially income tax and value added tax. The data covered from 1985 until 2005. Some variables
included in this research such as: consumption, investment, government expenditure and import,
dependent variable is value added fax and income tax collection. The analyzing tools which
are normally test, analyzing of variance, and goodness of fit and t-test. Resui of analysis finds

t the economy growth has significant effect to the incore tax collection and value added tax

fection.
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LATAR BELAKANG

Seiring dengan peningkatan Product Domestic Bruto (PDB) penerimaan pajak
pat dikatakan juga telah mengalami peningkatan. Pemerintah dapat
enetapkan rencana penerimaan pajak lebih pasti, jika terjadi pertumbuhan
ekonomi yang ditandai dengan kenaikan PDB setiap tahun. Hal ini akan menjadi
syatu pedoman dalam penyusunan APBN, khususnya mengenai penerimaan
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perpajakan. Penerimaan pajak baik berupa PPh maupun PPN seharusnya akan
meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dikaji apa hal
yang menjadi potensi, rencana dan realiasinya dengan harapan dan
kebutuhan Negara dalam menjalankan roda pemerin than.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan PDB dari tahun ke
tahun. Sementara itu, pemungutan pajak oleh pemerintah akan berdasarkan
atas PDB. Pada akhimya dari penerimaan pemerintah akan didistribusikan
menjadi pengeluaran oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran rutin dan
pembangunan. Pengeluaran pembangunan dapat berupa pembangunan sarana
dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan Perekonomian, seperti:
pembangunan jalan, peningkatkan keamanan, dan fasilitas umum lainnya, yang
akan menunjang tumbuhnya perekonomian (PDB) yang selanjutnya, akan
menjadi sumber penerimaan pemerintah kembali.

Telah terjadi kenaikan tax ratio yang cukup besar semenjak dilakukan
reformasi perpajakan pada tahun 1983. Tax ratio penerimaan PPh dan PPN
pada tahun 1980an hanya berkisar antara 3 sampai dengan 7 persen, hal ini
terus meningkat pada tahun 1990an menjadi 8 sampai dengan 9,60 persen.
Sedangkan pada tahun 2000an telah mampu mencapai 10,70 persen. Dalam
hal ini penerimaan PPh dan PPN memegang peran yang cukup penting sebagai
komponen penerimaan negara.

Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah penelitian pada penelitian ini meliputi: (i). Seberapa besar
realisasi penerimaan pajak dan tax ratio dari tahun 1983|sampai dengan tahun
2005; (ii). Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap
penerimaan berupa pajak penghasilan yang diterima oleh Negara; dan (iii).
Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi tethadap penerimaan berupa
Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh Negara.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, tujuan pelaksanaan
penelitian adalah: (i). Untuk mengetahui seberapa realisasi penerimaan
pajak dan fax ratio dari kedua jenis pajak tersebut terhadap Produk Domestik
Bruto; (ii). Untuk mengetahuiseberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap penerimaan berupa pajak penghasilan yang akan diterima oleh
Negara; dan (iii). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan
ekonomi terhadap penerimaan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang akan
diterima oleh Negara. ’
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LANDASAN TEORITIS

Arus barang dan jasa, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak

merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dalam menciptakan struktur
dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini lebih lanjut, dapat dilihat
pada gambar berikut ini:

Gambar 1.
Arus Faktor Produksi dalam Menghasilkan Produk

(1) Biaya Pasar Faktor (l) Pendapatan (Sewa, Upzh, Bunga,
Laba)
(2) Faktor Produksi + (2) Tanah, Tenaga Kerja, Modal
(7) Pengeluaran (8) Faktor Produksi

(10) Barang danasa y (9) Barang dan Jasa

A

&

Perusahaan " | Pemerintah "| Rumah
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< Tangga
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(11) Pajak (12) Pajak

(5) Pengeluaran (6) Faktor Produksi

(4) Barang dan Jasa 3 (4) Barang dan Jasa

i Pasar Produk

(3) Pendapatan 3) Pengeluaran Konsumsi

Sumber: McConnell, Brue, dan Barbiero (2005) McConnell, Brue, dan Barbiero (2005:91).

Penjelasan mengenai gambar tersebut adalah:
1.

Sejumlah biaya/beban (1) akan dikeluarkan oleh Perusahaan dalam
permintaan untuk mendapatkan faktor produksi (2). Pemerintah dalam
hal ini juga melakukan pengeluaran (7), untuk memperoleh faktor produksi
seperti halnya perusahaan (8). Sedangkan Rumah Tangga memperoleh
pendapatan dalam bentuk: sewa, upah, bunga dan laba (2) sehubungan
dengan menawarkan atas Tanah, Tenaga Kerja dan Modal (2). Berkaitan
dengan pajak, karena rumah tangga memperoleh sewa atas tanah, maka
akan dipotong PPh pasal 4 ayat (2) oleh Perusahaan/Pemerintah dalam
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pasar faktor. Atas imbalan sehubungan dengan upah, maka akan dipotong

PPh Pasal 21 oleh Perusahaan/Pemerintah. Pendapatan bunga akan

dipotong PPh Pasal 23 oleh Perusahaan/Pemerintah.

2. Faktor produksiakan diolah oleh perusahaan untuk menghasilkan produk
berupa: barang dan jasa (4) yang ditawarkan dalam Pasar Produk. Barang
dan jasa diminta oleh Rumah Tangga (4) dan Pemerintah (6). Transaksi
barang dan jasa terutang PPN, sehingga perusahaan akan memungut PPN
kepada Rumah Tangga, sedangkan pemerintahan memungut sendiri.

3. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan akan mnghasilkan
pendapatan (3), sedangkan Rumah Tangga mengeluarkan untuk konsumsi
(3) dan pemerintah juga melakukan pengeluaran (5), Selisih surplus antara
Pendapatan (3) yang diperoleh Perusahaan dengan Biaya (1) yang
merupakan laba, yang pada akhirnya harus dipajaki dengan PPh Badan
(pasal 25 dan 29)..

4. Pajak akhirnya dikenakan kepada Perusahaan dan|Rumah tangga untuk
PPh, sedangkan PPN meliputi Perusahaan, Ru Tangga teramsuk
Pemerintah sendiri. ’

Secara teoritis banyak variabel yang mempengaruhi buhan ekonomi,
antara lain pertumbuhan penduduk, partisipasi dalam qekerjaan dan efisiensi
kerjanya. Disamping itu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga
memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Secara umum variabel kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, disamping kebij yang sifatnya re-
gional atau sektoral. Kebijakan fiskal merupakan kebij yang menggunakan
instrumen pajak dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Konsep dasar
konfigurasi ekonomi dalam kaitannya dengan penerimaan pajak dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Y (Pendapatan) = E (Expenditure)*

Pendapatan menurut faktor produksi yang menerimanya terdiri dari: Gaji dan

Upah (W); Laba (n); Sewa (R); dan Bunga (i). Sedangkan pengeluaran terdiri

dari: Konsumsi (C); Investasi (I); Pemerintah (G); dan Ekspor (X) dikurangi

Impor (M). Dari perincian tersebut, maka persamaannyalmenjadi:

W+a+R+i=C+I+G+X-M)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan pada pendapatan/penghasilan.
Penerimaan Pajak Penghasilan (T ) merupakan tarif pajak (t) dikalikan
Penghasilan Kena Pajak. Jadi besarnya penerimaan pajak penghasilan adalah:

T oy =t(Y)= t(W+n+R +i) :
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Penerimaan pajak penghasilan erat kaitannya dengan PDB berdasarkan
penerimaan.

Gaji dan upah yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan dikenakan
PPh Pasal 21. Dalam menghitung PPh Pasal 21, penghasilan tersebut
dikurangkan lebih dulu dengan pengurangan yang diperbolehkan dalam
jperaturan perpajakan. Akibatnya, jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebesar
latas tarif dikalikan dengan jumlah penghasilan yang diterima. Jadi, besarnya
penerimaan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima adalah:

T oo bz = t { Yy — (Biaya Jabatan + PTKP)}

Kelebihan dari penghasilan setelah dikurangi dengan PPh Pasal 21 disebut
disposable income, yang dapat digunakan untuk konsumsi. Sisanya dapat
digunakan untuk investasi maupun dalam bentuk tabungan dan surat-surat
berharga lainnya.

Sementera itu, laba usaha yang diperoleh rumah tangga maupun
perusahaan, akan dikenakan PPh Pasal 25. Laba adalah selisih lebih antara
biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi dengan penghasilan yang
diterima dari penjualan produk. Pajak dihitung berdasarkan laba usaha yang
diperoleh dalam satu tahun pajak. Perhitungan PPh Pasal 25 atas laba adalah
isebagai berikut:

T PPhpastlzs t(n)
Laba setelah pajak, oleh perusahaan pada akhirnya akan dikembalikan kepada
asing-masing pemegang saham dalam bentuk dividen. Kelebihannya dapat
igunakan untuk investasi dalam bentuk aktiva tetap maupun surat-surat
rharga.

Adapun imbalan atas faktor produksi yang diterima oleh pemiliknya berupa
unga. Pengertian bunga adalah kompensasi dari pihak pemakai modal kepada
ihak yang memiliki kelebihan modal. Imbalan tersebut termasuk kategori
enghasilan, sehingga harus dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan
erpajakan. PPh dihitung dengan tarif berikut ini:

T ppasas = (1)
unga yang diterima setelah PPh Pasal 23, adalah pendapatan yang dapat
ikonsumsikan oleh pemilik modal untuk konsumsi maupun investasi.

Imbalan yang terakhir berupa pendapatan sewa yang diperoleh rumah
ngga maupun perusahaan dalam rangka penyediaan faktor produksi, Pajak
tas pendapatan sewa terutang PPh Pasal 4 ayat (2), sehingga perhitungan
pajaknya adalah:

T

rebpesa i ¢ (RD
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Pendapatan sewa setelah dipotong pajak, dapat dimanfalatkan oleh pemiliknya
untuk konsumsi maupun investasi.
Pajak atas tenaga kerja mempunyai korelasi yang erat dengan penerimaan
pajak disuatu Negara®. Oleh karena itu penerimaan pajak akan meningkat
sehubungan dengan pembayaran atas gaji dan upah, laba usaha, bunga dan
sewa. Imbalan atas faktor produksi tersebut merupakan objek pajak berdasarkan
peraturan perpajakan.
Karena data tersedia tidak memisahkan penerimaan PPh Pasal 21, Pasal
25, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2), dan yang tersedia adalah data (total)
penerimaan PPh, maka data inilah yang selanjutnya akan dipergunakan dalam
penelitian. Variabel independen yang dipergunakan adalah keseluruhan
PDBberdasarkan imbalan yang diterima oleh faktor produksi. Konkritnya
persamaan yang diestimasiadalah Y, = f ( X, ), dimana Y ; adalah penerimaan
PPh, sedangkan X | adalah PDB berdasarkan imbalan faktor produksi.
Pada sisi pengeluaran, pemajakan dilakukan beru;; Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) yang pada dasarnya adalah pemajakan atas konsumsi. Karena

konsumsi atas barang dan jasa merupakan objek PPN, penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (T ) adalah tarif pajak (t) atas ko: i terhadap barang

dan jasa, Investasi dan pengeluaran pemerintah. Bersamaan ini dapat

dijabarkan sebagai berikut:
o= t{CHI+G+M}

Namun, karena negara adalah pemungut PPN, a atas pengeluaran
pemerintah (G), Pemerintah langsung memungutnya sendiri. Penerimaan PPN
erat kaitannya dengan PBD berdasarkan pengeluaran untuk konsumsi barang
danjasa, investasi belanja pemerintah dan kegiatan impor.

Kelebihan penghasilan setelah dipungut PPh seperti: disposable income, laba
setelah pajak, bunga setelah pajak, dan pendapatan sewa setelah pajak akan
didistribusikan oleh pemiliknya dalam bentuk:

1. Konsumsi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti
sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini sebagian besar adalah obejek
PPN.

2. Investasi, jika kebutuhan pokok telah terpenuhi, kelebihan tersebut
akan diinvestasikan, seperti: membeli kendaraan, keperluan lain yang
bersifat mewah yang juga merupakan objek PPN dan PPnBM.

Salah satu faktor kenaikan PDB diperoleh dari peng yang dilakukan
pemerintah itu sendiri. Pajak yang diterima dari masyarakat, akhirnya akan
digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintah, yaitu belanja
negara. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa juga merupakan objek
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PPN. Hubungan antara penerimaan negara, pengeluaran negara, defisit
nggaran dan tingkat perekonomian dikemukan oleh McConnell, Brue, dan
arbiero (2005), dapat diperlihatkan dalam grafik 2.1. '
Pemerintah akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan
ajak dengan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Jika penerimaan pajak lebih
ecil dari pengeluaran akan mengakibatkan defisit anggaran (PDB,), yang harus
icari lagi sumber penerimaan lainnya untuk menutupinya. Sedangkan jika
nerimaan pajak melebih pengeluaran akan mengakibatkan surplus anggaran
PDB,). Pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang tetap harus dijaga pada
itik keseimbangan pada (PDB,) seperti terlihat pada grafik 2.1. Dalam hal ini
engeluaran pemerintah akan mendorong investasi baru, berupa permintaan
barang dan jasa oleh pemerintah. Akibatnya akan mendorong permintaan
kan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga dan perusahaan.
Pemerintah akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan
pajak dengan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Jika penerimaan pajak lebih
kecil dari pengeluaran akan mengakibatkan defisit anggaran (PDB, ), yang harus
dicari lagi sumber penerimaan lainnya untuk menutupinya. Sedangkan jika
penerimaan pajak melebih pengeluaran akan mengakibatkan surplus anggaran
[PDB,). Pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang tetap harus dijaga pada
Htik keseimbangan pada (PDB,) seperti terlihat pada grafik 2.1. Dalam hal ini
pengeluaran pemerintah akan mendorong investasi baru, berupa permintaan
hkan barang dan jasa oleh pemerintah. Akibatnya akan mendorong permintaan
hkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga dan perusahaan.

Grafik 1
Hubungan antara PDB terhadap
Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak
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Rumah tangga sebagai pemilik atas faktor produksi erat kaitannya dengan
perusahaan, yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Demikian
juga sebaliknya, permintaan atas barang dan jasa dari rumah tangga akan
berpengaruh pada kenaikan produksi barang dan jasa. Perusahaan akan
memproduksi jumlah sesuai dengan permintaan. Akibatnya sejumlah faktor
produksi berupa tanah, tenaga kerja dan modal dibu .

Padaakhimya, terjadi hubungan yang eratantara
pertumbuhan ekonomi®. Pertumbuhan ekonomi telah m
perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas tenaga
dan upah akan meningkatkan konsumsi. Pengeluaran
dan jasa adalah objek Pajak Pertambahan Nilai.

Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan suatu|kegiatan proses dari
kenaikan PDB. Pertumbuhan imbalan faktor produksi: yaitu pertumbuhan atas
kenaikan nilai tambah yang diperoleh setiap pelaku,usahla, terdiri dari: gaji dan
upah; laba; bunga dan sewa, berkaitan dengan penerimaan PPh. Sedangkan
pertumbuhan output sektoral dengan tingginya output sektoral, keseimbangan
antara jumlah produksi sektoral dengan daya beli yang tinggi dari konsumen.
Selanjutnya hal ini berkaitan dengan penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara konkrit persamaan yang diestimasi
adalah Y, = f(X,), dimana Y, adalah penerimaan PPN, sedangkan X ,adalah
C+I+G+M.

Tja, peningkatan gaji
tas konsumsi barang

METODE PENELITIAN
L.Rancangan Penelitian
1.1.Estimasi Pajak Penghasilan (PPh)

Rancangan penelitian menggunakan model regresi, yaitu hubungan antara
variabel yang dipengaruhi (dependen) dengan variabel yang mempengaruhi
(independen). Penerimaan PPh dapat dijabarkan dengan model linier sebagai
berikut

Y, =a+B X +e. W (1)
Dimana Y, adalah penenmaan dan PPh dan X adalah DB b adalah tingkat
kenaikan penerimaan PPh sebagai akibat dari pengamh B. Penenmaan PPh
juga dapat dijabarkan dengan model logaritma untuk memastikanjika hubungan
diantara keduanya tidak linier. Fungsi asli dari persamaan ini adalah:
Y,=o+ XZ'32 FErririenne -2

Dimana Y, adalah penerimaan dan PPh dan )(2 adalah DB b adalah tingkat
kenaikan penerimaan PPh sebagai akibat dari pengaruh PDB. Dalam bentuk
logaritma ménjadi: :
1Y, = 104 B, INX, + € coeerrnrerr e crrseresseeso(3)
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Sementara disinia adalah merupakan titik singgung yang mewakili PTKP dan
biaya jabatan, dimana terhadap wajib pajak tidak dipungut PPh. Sedangkan 8
merupakan persentase kenaikan PPh sebagai akibat dari pengaruh kenaikan
persentase PDB atau dikenal dengan elastisitas pajak.

1.2. Estimasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Rancangan penelitian menggunakan model regresi, yaitu hubungan antara
variabel yang dipengaruhi (dependen) dengan variabel yang mempengaruhi
(independen). Penerimaan PPN dapat dijabarkan dengan model linier sebagai
berikut
Y,=a+BX,+e. ..{1)
Dimana Y, adalah penerimaan dan PPN dan X, adalah CIGM Bsadalah tingkat
kenaikan penerimaan PPN sebagai akibat dari pengaruh CIGM. Penerimaan
PPN juga dapat dijabarkan dengan model logaritma untuk memastikan jika
hubungan diantara keduanya tidak linier. Fungsi asli dari persamaan ini adalah:

Y,=a+XM+e. " ()
Dimana Y, adalah penerimaan dan PPN danX adalah CIGM B,adalah
tingkat kenmkan penerimaan PPN sebagai akibat darl pengaruh CIGM. Dalam
bentuk logaritma menjadi.'

=lha+B,InX,+¢.. - e - (3)

Sementara dnsml a adalah merupakan tltlk smggung yang mewaklh barang
dan jasa yang menjadi bahan pokok untuk dikonsumsi dalam suatu
perekonomian, yang merupakan objek PPN. Sedangkan B merupakan persentase
lkenaikan PPN sebagai akibat dari pengaruh kenaikan persentase CIGM atau
dikenal dengan elastisitas pajak

2. Variabel dan Pengukuran
X, = Produk Domestik Bruto
dalah merupakan variabel yang mencerminkan tingkat produksi barang dan
asa dalam kurun waktu tertentu, variabel ini diukur dengan menggunakan
roduk Domestik Bruto secara riil, yaitu dengan menggunakan data nominal
ari PDB setelah dikonversikan dengan deflator. PDB riil dipakai untuk analisa
ata, dengan tahun dasar 2000. Hal ini perlu dilakukan, karena jumlah uang
ang diterima saat ini sudah berbeda dengan jumlah uang yang diterima
berapa tahun lalu, sebab faktor inflasi.
= Laju Pertumbuhan PDB
dalah merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kenaikan atau
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penurunan atas pendapatan nasional yang diukur dengan menggunakan
Produk Domestik Bruto (PDB), variabel ini dirumuskan dengan selisih antara
PDB riil tahun kesatu dengan tahun sebelumnya, |dengan dasar tahun
sebelumnya dalam persentase. Variable ini digunakan untuk membandingkan
kenaikan dalam persentasenya.
X, = Konsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G), dan Impor (M)
(acM)
adalah merupakan variabel yang mencerminkan sisi pengeluaran dari PDB,
dimana keempat konponem tersebut adalah berdasarkan atas konsumsi barang
dan jasa. Pengolahan data dengan menggunakan data CIGM nominal dengan
PPN nominal. Selain itu juga akan diuji data CIGM setelah dikonversikan dengan
indek harga konsumen (IHK) yang disebut CIGM riil, dengan tahun dasar 2000.
Hal ini perlu dilakukan, karena jumlah uang yang dikonsumsikan saat ini sudah
berbeda dengan jumlah uang yang diterima beberapa tahun lalu, sebab faktor
inflasi.

X, = Laju Pertumbuhan CIGM

adalah merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kenaikan atau
penurunan atas pengeluaran nasional yang diukur dengan menggunakan
CIGM, variabel ini dirumuskan dengan selisih antara QIGM riil tahun kesatu
dengan tahun sebelumnya, dengan dasar tahun sebelumnya dalam persentase.
Variable ini digunakan untuk membandingkan kenaikaridalam persentasenya.

3. Metode Analisa Data

Data-data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari Departemen
Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik dari tahun 1983
sampai dengan 2005. Data yang diperoleh berupa laporan Produk Domestik
Bruto, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak. Alasan data
tersebut diambil karena mulai 1983, pertama kalinya berlaku Undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai.

Metode analisa data dilakukan dengan mengestimasi PDB yang menjadi
potensi untuk menaikkan penerimaan negara agar dimasa mendatang
pemerimaan pajak dapatditentukan secara pasti. Metode nijuga berguna untuk
menguji elastisitas pajak yang telah ditetapkan selama ini terhadap
perekonomian di Indonesia.

4. Hipotesis Penelitian ‘ i
1. “Terdapat hubungan positif antara penerimaan Pajak Penghasilan dengan
Produk Domestik Bruto (PDB)”. Penerimaan pajak penghasilan adalah tarif
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ajak yang dikenakan terhadap imbalan atas faktor produksi. Kenaikan tingkat
roduksi, mencerminkan adanya kenaikan nilai tambah atas faktor produksi
ang digunakan oleh perusahaan. Akibatnya imbalan atas penyediaan faktor
roduksi akan meningkatjuga, sehingga atas imbalan tersebut merupakan objek
ajak penghasilan.

. “Terdapat hubungan positf antara penerimaan pajak pertambahan nilai
engan Produk Domestik Bruto (PDB)”. Menurut Pandiangan (2001), bahwa
nghitungan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pajak Pertambahan
ilai (PPN) mempunyai pola dasar yang sama yakni didasarkan atas akumulasi
ilai tambah (added value) dari setiap kegiatan ekonomi. Dengan adanya faktor
(identical) pola dasar penghitungan tersebut, menurut penulis bahwa
ata PDB dapat dipergunakan dan layak serta memenuhi syarat untuk dijadikan
bagai suatu pendekatan dalam penghitungan potensi PPN, yang secara teoritis
isebut berdasarkan addition method (metode nilai tambah).

.Hipotesis ini menyatakan bahwa peningkatan laju pertumbuhan PDB akan
eningkatkan laju pertumbuhan penerimaan PPh. Karena dengan
eningkatnya perturnbuhan ekonomi, akan mengakibatkan meningkatnya
euntungan yang diperoleh perusahaan. Akhirnya peningkatan tersebut juga
menyerap jumlah pekerja, dan investasi lain yang pada akhirnya juga
eningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

. Hipotesis ini menyatakan bahwa peningkatan laju pertumbuhan PDB akan
eningkatkan laju pertumbuhan penerimaan PPN. Karena dengan
eningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan mengakibatkan meningkatnya
euntungan yang diperoleh perusahaan. Akhirnya peningkatan tersebut juga
an menyerap jumlah pekerja, dan investasi lain yang pada akhirnya juga
eningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

EMBAHASAN

Analisa pengaruh PDB terhadap penerimaan PPh akan dilakukan beberapa
is pengujian. Untuk itu data yang akan dianalisis dari tahun 1983 sampai
engan tahun 2005 akan diolah terlebih dahulu sesuai dengan jenis
engujiannya. Adapun alasan data tersebut diambil dengan
empertimbangkan reformasi perpajakan terjadi pada tahun 1983. Data-data
yang disajikan ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu PDB dan
HPh dalam angka nominal, maksudnya data tersebut diperoleh dari Badan Pusat
Statistik berdasarkan harga berlaku. Sedangkan PDB dan PPh dalam angka riil,
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didapat dengan cara melakukan konversi atas harga konstan yang terjadi tiga
kali perubahan dalam tahun dasar, kemudian dikonvers data-data tersebut
dengan tahun dasar 2000. Tabel 4.6 berikut ini adalah data yang akan dipakai
dalam masing-masing pengujian.

Tabel 2
Preduk Domestik Bruto dan Penerimaan|PPh
Tahun | PDB Nominal Deflator PDB Riil PPh Nominal || Deflator PPh Riil
1983 77.676,30 0,1214 639.780,68 1.970,00 0,1214 16.225,90
1984 89.750,10 0,1311 684.408,76 2.04220 0,1311 15.573,24
1985 96.850,30 0,1381 701.259,89 2.070,90 0,1381] 14.994,68
1986 102.682,60 0,1383 742.458,40 2.602,70 0,1383 18.819,12
1987 128.303,50 0,1647 779.033,05 2.876,20 0,1647 17.463,71
1988 142.104,80 0,1724 824.064,17 4.432,30 0,1724 25.702,86
1989 167.184,70 0,1888 885.511,23 5.754,80 0,1888 30.480,90
1990 195.597,20 0,2060 949.641,12 8.250,00 0,2060 40.054,46
1991 225.895,70 0,2224 1.015.643,63 9.727,00 0,2224 '43.733,31
1992 256.508,00 0,2372 1.081.248 05 12.516,30 0,2372 52715947
1993 329.775,80 0,2864 1.151.490,33 14.758.90 0,2864 51.534.20
1994 382.219,70 0,3087 1.238.312,37 18.764,10 0,3087 60.791,78
1995 452.380,90 0,3376 1.340.101,74 21.012,00 0,3376 62.244,49
1996 532.568,10 0,3686 1.444.873 40 27.062,10 0,3686 73.420,30
1997 627.695,40 0,4149 1.512.780,70 34.388,30 0,4149 82.877,71
1998 972.513,52 0,7406 1.313.073,25 55.944,30 0,7406 75.535,16
1999 1.099.731,70 0,8302 1.324.599,13 72.729,00 0,8302 87.600,25
2000 1.264.918,950 0,9102 1.389.770,30 57.073,00 0,9102 62.706,28
2001 1.684.280,50 1,1672 1.442.984,60 94.576,00 1,1672 81.026,71
2002 1.863.274,70 1,2371 1.506.124,40 | 101.873,50 1,2371 82.346,51
2003 2.045.853,50 1,2952 1.579.559,00 | 114.832.00 1,2952 88.659,29
2004 2.303.031,50 1,3900 1.656.825,70 | 133.300,00 1,3900 95.897,46
2905 2.536.889 .23 1,4500 1.749.546,90 | 175.400,00 1,4500 120.963,31
Catatan:

Disajikan dalam miliar rupiah.
Tahun 1983 sampai dengan 1999, menggunakan tahun anggaran (dari tanggal 01 April
dan berakhir 31 Maret.
Tahun 2000, menggunakan tahun anggaran dari 01 April sampai| dengan 31 Desember.
Tahun 2001 sampai dengan 2005, menggunakan tahun anggaran|01 Januari sampai

dengan 31.Desember. ‘




Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak penghasilan 95

1. Estimasi Pengaruh PDB terhadap PPh dalam Nominal (Analisa Linier)

Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficents
Mode! B Std. Ervor Befa t Sig.
1 "~ (Constant) | -5087,166 | 2096018 -2,427 024
. PDB_N ,062 ,002 ,990 32,308 ,000

a. Dependent Variable: PPH_N

Pengujian data dengan menggunakan data PDB dan PPh dalam angka
gominal - dengan analisa linier telah menghasilkan persamaan rasio.
PPh Nom = -5087,166 X 0,062 PDB Nom
enerimaan PPh akan naik sebesar 0,062 miliar bila PDB naik sebesar satu
iliar. Konstanta menunjukkan negatif, artinya dalam kondisi tertentu pada
DB, penerimaan pajak belum dapat direalisasi. Kejadian disebabkan oleh
eberapa hal, seperti perusahaan belum memperoleh keuntungan, karena
endapatan yang diperoleh masih belum dapat menutupi biaya atau
ghasilan yang diperoleh pekerja masih dibawah PTKP, sehingga belum
emiliki PPh terutang. Berdasarkan hasil regresi, ternyata PDB mempunyai
garuh yang signifikan terhadap PPhN.

1. Estimasi Pengaruh PDB terhadap PPh dalam Nominal (Analisa
Eksponensial)

Elastisitas PDB terhadap penerimaan PPh dapat dilakukan dengan mencari
hubungan antara: laju pertumbuhan PDB dengan penerimaan PPh. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar persentase kenaikan
penerimaan PPh akibat pengaruh dari laju perumbuhan PDB. Data PPh dan
RDB dalam bentuk nominal dikuadratkan, kemudian akan diuji secara regresi.
Rengujian ini akan menghasilkan regresi transformasi logaritma. Adapun
pengujian ini juga memerlukan beberapa tahapan.

Pengujian data dengan menggunakan data PDB dan PPh dalam angka
nfominal dengan analisa eksponensial telah menghasilkan persamaan elastisitas,
dengan tingkat laju pertumbuhan berikut ini.

Ln PPh Nom =-6,744 X 1,276 Ln PDB Nom
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Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coeflicients
Model B Std. Error Beta t Sig. .
1 (Constant) 6,744 418 -16,135 ,000
InPDB_N 1,276 ,032 ,993 39,692 ,000

a. Dependent Variable: InPPH_N

Hasil regresi di atas menjelaskan bahwa penerimaan PPh akan naik sebesar
1,276 persen bila PDB naik sebesar satu persen. Konstanta menunjukkan negatif,
artinya dalam batasan atau sampai dengan PDB tertentu, pemungutan pajak
tidak dapat dilakukan dana penerimaannya adalah nol; Hal ini terjadi karena
perusahaan belum memperoleh keuntungan, karena pendapatan yang diperoleh
perusahaan masih belum dapat menutupi biaya serta jumlah gaji dan upah
yang diperoleh sebagai imbalan faktor produksi tenaga kerja belum melebihi
PTKP. Berdasarkan hasil regresi PDB mempunyai hubungan yang positif dan
signifikan terhadap PPhN.

2. Estimasi Pengaruh PDB terhadap PPh dalam variabe] Riil (Analisa Linier)
Pengujian berikutnya dilakukan dengan meng; data PPhriil dengan
PDB iil. Konversi dari variabel nominal menjadi variabel riil dilakukan dengan
menggunakan faktor Gross Domestic Product (GDP) deflator. Pengukuran ini
dengan maksud meninjau dari sisi kesejahteraan yang diperoleh faktor produksi.
Deflator ini adalah sebagai indikator atas penghasilan yang diperoleh saat ini
mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda bila dingkan penerimaan
sama pada beberapa tahun yang lalu. Seperti dalam tabel 4.6. tahun 2000
dijadikan sebagai tahun dasar, sehingga sama dengan satu. Harga barang dan
jasa yang sama di tahun 2000 sebesar Rp.1,00, jika pada tahun 1983 hanya
cukup dengan uang sebesar Rp.0,12 atau telah terjadi kenaikan harga barang
dan jasa sebesar Rp.1,00 - Rp.0,12 = Rp.0,88. Kesejahteraan yang diterima saat
ini akan lebih berharga, jika dibandingkan dengan beberapa tahun mendatang.
Pengujian berikut adalah dengan uji Kolmogorav-Smirnov dengan
menggunakan tahun dasar 2000, untuk membuktikan apakah kedua variabel
tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Variabel bebas adalah PDB dan
sebagai variabel terikat yaitu PPh. Berikut ini adalah hasil pengujiannya.
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Coefficients'
Unstandardized Standardized
Coeflicients Coeffidents 4
Mode! B Std. Error Beta t sg. |
1 (Constant) | -44830,5 | 5205434 8,612 000
PDB_R ,087 ,004 975 20,269 ,000

a. Dependent Variable: PPH_R

Pengujian data dengan menggunakan data PDB dan PPh dalam variabel riil
dengan analisa linier telah menghasilkan persamaan rasio:

PPh riil =-44830,5 X 0,087 PDB riil
Berdasarkan hasil pengujian PDB mempunyai hubungan yang positif
dengan PPhR, artinya jika terjadi kenaikan PDB maka PPhR juga mengalami
peningkatan. PDBjuga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPhR.

3. Estimasi Pengaruh PDB terhadap PPh dalam Variabel Riil (Analisa
Eksponensial)

Pengujian ini melakukan analisa atas laju pertumbuhan PDB terhadap
laju pertumbuhan PPh. Untuk itu harus dilakukan pengujian Kolmogorov-
Smirnov untuk masing-masing variabel, yaitu untuk membuktikan apakah
kedua variabel tersebut terdistribusi secara normal. Variabel bebas adalah PDB
dan sebagai variabel terikat yaitu PPh. Berikut ini adalah hasil pengujiannya

Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta { Sig.
1 (Constant) -18,285 1,232 -14,842 000
InPDB_R 2,085 ,088 ,982 23,582 ,000

a. Dependent Variable: InPPh_R
beraasarkan Anailsa dlatas, I’'Us dan Konstanta sigrufikan pada u,us, maka
dapat disimpulkan bahwa variabel PPh riil dipengaruhi oleh PDB riil. Model
diproxikan sebagai berikut:
Ln PPh riil =-18,285 X 2,085 Ln PDB riil

Hasil regresi di atas menjelaskan bahwa penerimaan PPh akan naik sebesar
2,085 persen bila PDB naik sebesar 1 persen. Konstanta menunjukkan negatif,
artinya dalam batasan atau sampai dengan PDB tertentu, pemungutan-pajak
tidak dapat dilakukan. Hal ini terjadi karena perusahaan belum memperoleh
keuntungan, karena pendapatan masih belum dapat menutupi biaya atau
[penerimaan atas gaji dan upah oleh tenaga kerja belum melebih PTKP. Sehingga
belum memiliki PPh terutang.




|
98 Media Rise! Akuntansi, Auditng dan Informasi, Vol.7 No.1, April 2(!)?[ :183-105

1

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

Pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang atas kebijakan
untuk memajaki atas barang dan jasa yang lebih kita kenal Pajak Pertambahan
Nilai Pajak ini yang diterima seharusnya tarif dikalikan dengan jumlah barang
danjasa yang telah dikonsumsi. Sisi pengeluaran dalam ]‘]DB yang terjadi dalam
suatu perekonomian terdiri dari empat komponen ut:amaI yang secara langsung
menjadi objek PPN, yaitu konsumsi rumah tangga (C), ir?v&stasi atas modal (1),
pengeluaran pemerintah(G), dan impor barang dan jasa (M) atau disingkat
CIGM. Oleh karena itu, kita akan mencoba untuk menganalisis seberapa besar
efektifitas pemajakan atas PPN terhadap CIGM. Berikut ini adalah data yang
dipakai untuk pengujian: .
Tabel 3

Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Impor dengan Penerimaan PPN
Tahun (';::)lmi nal HK C+:§+M PPN Nominal| | IHK PPN Riil
1983 94.233,00 | 0,1559| 604.428,73 813,80 | 0,1559 5.219,87
1984 103.170,00 | 0,1748 | 590.381,82 873,50 | 10,1748 4.998,53
1985 11029600 | 0,1789 | 616.431,77 2.19080 | 0,1789 12.244,13
1986 120.502,00 | 0,1873| 643.41846 2985601 0,1873 15.941,56
1987 142.689,00 | 0,2154 | 662.389,53 3.826,30 | 0,2154 17.762,41
1988 161.77400 | 02487 650.432.96 4.367,40 | 0,2487 17.559,69
1989 188.493.00 | 0,2679 | 703.486,90 5.986,10 | 0,2679 22.341,11
1990 230.463,00 | 0,2825| 815.747,18 8.119,20 | 0,2825 28.738,73
1991 271.551,00 | 0,3037 | 894.150,63 9.14590 | 0,3037 30.115,20
1992 299.045,00 | 0,2474 | 1.208.630,20 10.742,30 | 0,2474 43.416,44
1993 387.764,00 | 0,3047 | 1.272.749,24 13.843,50 | 0,3047 45.438,22
1994 461.465,00 | 03241 | 1.423.796,84 16.544,80 | 03241 51.047,07
1995 570.333,00 | 03499 | 1.629.885,40 18.519,40 | 0,3499 52.924,34
1996 670.350,00 | 0,3742 | 1.791.371,10 20.351,20 | 03742 54.384,35
1997 787.714,00 | 04181 | 1.883.834,90 25.198,80 | 04181 60.263,47
1998 1.358.341,00 | 0,7892 | 1.721.104,59 27.803,20 | 0,7892 35.228,43
1999 1.408.940,00 | 09524 | 1.479.291,95 33.087,00 | 09524 34.739,12
2000 1.634.482,00 | 1,0000 { 1.634.482,00 35.231,80 | 1,0000 35.231,80
2001 1.906.712,00 | 1,1091 | 1.719.187,00 55.957,60 ] 1,1091 50.453,63
2002 2.049.735,00 | 1,1640 | 1.760.939,00 67.800,00 | 1,1640 58.24737
2003 2.214.051,00 | 12148 | 1.822.583,00 80.789.90 | 1.2148 66.505,38
2004 2.823.787,00 | 1,3916 | 2.029.222,00 86.273,00 | 13916 61.997.26
2005 3.407.64800 | 1,5615| 2.182.241,00 87.500,00 | 115615 56.034,57

Catatan: :
Tahun 1983 sampai dengan 1999, menggunakan tahun anggaran dari tanggal 01 April
dan berakhir 31 Maret.
Tahun 2000, menggunakan tahun anggaran dari 01 April sampai dengan 31 Desember.
Tahun 2001 sampai dengan 2005, menggunakan tahun anggaran 01 Januari sampai
dengan 31 Desember. :
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5. Estimiasi Pengaruh CIGM terhadap PPN dalam Nominal (Analisa Linier)
Pengujian data dengan menggunakan data CIGM dan PPN dalam angka nomi-
nal dengan analisa linier telah menghasilkan persamaan rasio:

W

Coefficlents”
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients |
Mode! 8 Std. Error Beta t Sig. |
1 (Constant) { 249,219 | 1880,386 133 896
CIGM_N 029 001 975 20,292 ,000

a. Dependent Variable: PPN_N

PPN Nom = 249,219 X 0,029 CIGM Nom

Penerimaan PPN akan naik sebesar 0,029 miliar bila CIGM naik sebesar 1
iliar. Konstanta menunjukkan positif, artinya dalam kondisi tanpa
empertimbangkan faktor indek harga konsumen (IHK), PPN harus tetap dapat
ipungut, karena sebagian besar kebutuhan pokok adalah terutang PPN. Seperti:
bagian besar pangan, kebutuhan sandang dan papan.

1. Pengujian data dengan menggunakan data CIGM dan PPN dalam
angka nominal dengan analisa eksponensial telah menghasilkan persamaan
elastisitas:

Coefficients"
Unstandardized | Standardized
Coefficients Coefficients
Mode! B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -5,332 ,889 -5,997 000
InCIGM_N 1,129 067 864 16,735 000

a. Dependent Variable: nPPN_N

Ln PPN Nom =-5,332 X 1,129 Ln CIGM Nom
Penerimaan PPN akan naik sebesar 1,129 persen bila CIGM naik sebesar
satu persen. Konstanta menunjukkan negatif, artinya pada kondisi pada pasar
Hersaingan sempurna, agar produsen dapat bersaing dengan kompetitor

ya. Sebagian PPN menjadi tanggungan produsen. Padahal sesungguhnya
PN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang harus dipikul oleh
ihak konsumen. Akibatnya harga jual menjadi lebih rendah dibandingkan
engan kondisi sesungguhnya, maka ada sebagian kerugian pajak yang dialami
eh pemerintah.
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6. Estimasi Pengaruh CIGM terhadap PPN dalam Nominal (Analisa

Eksponensial)
Pengujian data dengan menggunakan data CIGM dan dalam angka riil
dengan analisa linier telah menghasilkan persamaan rasio:

Coefficients’

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model 8 Std. Error Beta t
onsta -4199,537 | 4421,301 -850 353
CIGM_R ,032 003 912 10,177 ,000

2. Dependent Variable: PPN_R

PPN Riil = -4199,537 X 0,032 CIGM Riil |
- Penerimaan PPN akan naik sebesar 0,032 miliar bila CIGM naik sebesar 1
miliar. Konstanta menurjukkan negatif, artinya dalam kondisi riil tersebut telah
terjadi inflasi yang cukup tinggi. Dalam batasan atau sampai dengan CIGM
tertentu, kondisi inflasi menyebabkan daya beli turun. Akibatnya penerimaan
PPN akan turun mengingat konsumen akan mengalihkan ke barang subtitusi
yang bukan objek PPN.

7. Estimasi Pengaruh CIGM terhadap PPN dalam Variabel Riil (Analisa
Linier) ,
Pengujian data dengan menggunakan data CIGM dan dalam angka riil

dengan analisa eksponensial telah menghasilkan elastisitas:
Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coeflicients Coefficients
Model B Sid. Error Beta t | sio
1 {Constant) -9,112 2,286 3,987 001
InCIGM_R 1,391 163 880 8511 .000

2. Dependent Variable: InPPN_R

Ln PPN Riil = -9,112 X 1,391 Ln CIGM Riil

Laju penerimaan CIGM akan naik sebesar 1,391 persen bila CIGM naik
sebesar 1 persen. Konstanta menunjukkan negatif, artinya pada kondisi pada
pasar persaingan sempurna, agar produsen dapat bersaing dengan kompetitor
lainnya. Sebagian PPN menjadi tanggungan produser:ﬁdahal sesungguhnya
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PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang harus dipikul oleh
pihak konsumen. Akibatnya harga jual menjadi lebih rendah dibandingkan
dengan kondisi sesungguhnya, maka ada sebagian kerugian pajak yang dialami
¢leh pemerintah. ’

IMPULAN DAN SARAN

.Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan dari penelitianini adalah untuk mengetahui seberapa
esar Realisasi penerimaan pajak dan tax ratio dari tahun 1983 sampai dengan
ahun 2005 dan ingin mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap
penerimaan berupa pajak penghasilan yang diterima oleh Negara serta
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan berupa Pajak
Pertambahan Nilai yang diterima oleh Negara.

Berdasarkan hasil regresi peningkatan PDB telah meningkatkan penerimaan
PPh maupun PPN dengan hasil yang lebih besar. Berdasarkan pengujian data
dari tahun 1983 sampai dengan 2005, temyata menunjukkan korelasi yang
sangat signifikan dan elastisitas lebih besar dari satu. Akibatnya pengaruh
enaikan PDB akanselalu diiringi oleh kenaikan penerimaan pajak, khususnya

Hal di atas menurnjukkan analisis ini menjadi cukup penting dan relevan
tuk perencanaan penerimaan pajak. Variabel yang dapat dijadikan sebagai

perekonomian, yang mana pada sisi penerimaan faktor produksi merupakan

bjek PPh, sedangkan pada sisi pengeluaran dalam PDB merupakan objek PPN.
sumber itulah yang harus diketahui secara pasti asal usulnya, sehingga baik
erintah maupun wajib pajak dapatsaling membuka diri untuk menaatinya.
imya jumlah pajak yang diterima akan sesuai dengan kondisi ekonomi riil.
Keseriusan pemerintah untuk memungut pajak dapat juga dilihat dalam

’Ph adalah pajak atas imbalan atas faktor produksi. Penerimaan PPh selayaknya
sebanding dengan tarif efektif dan jumlah imbalan yang diterima oleh sektor

pajak atas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan impor, maka jumlah'
penerimaan PPN selayaknya adalah sebesar tarif pajak dikalikan dengan
rengeluaran untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan impor.
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Seperti menurut beberapa teori, pemungutan pajak berdasarkan pada
potensi, rencana dan realisasi. Potensi digali dengan cara meningkatkan PDB
disegala bidang usaha, sedangkan rencana disusun berdasarkan potensi PDB
yang akan dicapai dari pertumbuhan dan akhirnya realisasi akan terbentuk
dengan menerapkan peraturan secara tegas terhadap subjek dan objek pajak.

Estimasi penerimaan PPh telah dilakukan berdasarkan pendekataan rasio
dari jumlah PDB, sehingga setiap kenaikan atau penurunan PDB harus
diimbangi dengan kenaikan dan penurunan penerimaan PPh. Konfigurasi dari
pertumbuhan ekonomi yang merupakan sumber dari penerimaan PPh adalah
pendapatan atau penerima penghasilan, yang merupakan keuntungan atau
nilai tambah yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Kenaikan PDB
menunjukkan adanya permintaan atas faktor produksi, karena faktor ini
merupakan hal yang terpenting dalam menciptakan ouput yang diminta oleh
pasar produk. Pendekatan rasio atas PPh terhadap PDB merupakan estimasi
yang sebisa mungkin untuk mendekatkan tarif efektif pajak dengan tarif nomi-
nal yang telah ditetapkan menurut undang-undang denganjumlah PDB dalam
satu periode sebagai dasar pengenaan pajak. Uji data berdasarkan rasio baik
dalam angka nominal maupun angka riil telah menunj korelasi antara
PDB dengan PPh yang sangaterat, yaitu tingkat korelasi mendekati 100%.

Sementara itu berdasarkan pendekatan elastisitas, telah menunjukkan hal
yang positif juga, yaitu jumlah laju pertumbuhan PDB telah meningkatkan juga
laju pertumbuhan penerimaan PPh. Pendekatan ini mrirupakan pendekatan
penerimaan yang membandingkan tingkat kenaikannya saja, tetapi tidak
membandingkan jumlah pajak yang seharusnya diterima dengan tarif pajak
yang telah diberlakukan. Uji data telah menunjukkan korelasi antara laju
pertumbuhan PDB dengan laju penerimaan PPh, baik dalam nominal maupun
riil sangat erat dengan tingkat korelasi mendekati 100%. Tingkat elastisitas yang
ditemukan adalah lebih dari satu, artinya terjadi setiap kenaikan PDB sebesar
satu persen akan mengakibatkan kenaikan penerimaan|PPh lebih besar dari
satu persen. |

Estimasi penerimaan PPN telah dilakukan berdasarkan pendekataan rasio
penerimaan PPN dengan jumlah pengeluaran untuk Konsumsi, Investasi,
Pengeluaran Pemerintah dan Impor (CIGM). Setiap kenajkan atau penurunan
CIGM harus diimbangi dengan kenaikan dan penurunan penerimaan PPN.
Konfigurasi dari pertumbuhan ekonomi yang mnejadi sumber dari penerimaan
PPN adalah pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan
impor. Kenaikan CIGM menunjukkan adanya peningkatan akan permintaan
barang dan jasa. Pendekatan rasio atas penerimaan PPN terhadap CIGM
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merupakan estimasi yang sebisa mungkin untuk mendekati tarif efektif dengan
tarif nominal pajak yang telah ditetapkan menurut undang-undang dengan
basis atau dasar pengenaan adalah jumlah CIGM dalam satu periode sebagai
dasar penerimaan pajaknya..

Sementara itu berdasarkan pendekatan elastisitas, telah menunjukkan hal
yang positif juga, yaitu besarnya lebih dari satu. Artinya jumlah laju pertumbuhan
CIGM telah meningkatkan laju pertumbuhan penerimaan PPN. Pendekatan ini
merupakan pendekatan penerimaan yang bersifat membandingkan tingkat
kenaikannya saja, tetapi tidak membandingkan jumlah pajak yang seharusnya
diterima dengan tarif pajak yang telah diberlakukan. Tingkat elastisitas lebih
dari satu, artinya terjadi setiap kenaikan PDB sebesar satu persen akan
mengakibatkan kenaikan penerimaan PPh lebih besar dari satu persen.

2. Saran

Berdasarkan hasil model penelitian tersbut, maka diharapkan Pemerintah,
dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan fiskal. Agar dapat membaca situasi
dalam perekonomian untuk menetapkan jumlah penerimaan pajak, khususnya
PPh dan PPN. Pada akhimya jumlah PPh dan PPN yang diterima sangat berguna
untuk membiayai pembangunan. Atas keterbatasan tersebut, maka penelitian
selanjutnya dapat menyertakan variabel lain, seperti jumlah wajib pajak, tingkat
epatuhan Wajib Pajak atau perilaku Wajib Pajak. Penelitian mengenai
ersentase tarif pajak dengan persentase pertumbuhan ekonomi juga dapat
ijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya.
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